
BUPATI TANA TORAIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA

NOMOR C8 TAHUN 2024

TENTANG

TEKMS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GA,JI KETIGA BEI^AS YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuen Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Ta-bun 2024 tentang
Pemberian Tunjangrn Hari Raya dan Gaji Ketige Belas kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, de'I Penerima

Tunjangan Tahun 2024, perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Tekris Pemberian Tunjangar Hari Raya dan Gaji
Ketiga B€las yang Eersumber dari Anggaran Pendapatan dan
B€lanja Daerah Tahun 2024;

l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasa, Negara Republik
Indonesis Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukga daerah Tingkat tr di Sulawesi (kmbarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24,
Tambahan Lembaran N(Uara Republik Indonesia Nomor
18221;

3. gsaang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Penerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 5587) sebagEimana telah
diubah beberapa kdi terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah PenSganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tcntarug Cipta lcrja Menjadi Undang-Undarg
(kmbaran Negara Republik Indonegia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan I errrbaran Negara Republik tndonesia Nomor
68s6);

4. Peratufar Pemerintah Nomor 14 Tehun 2024 tentant
Pemberian Ttrnjangan Hari RaJra Dan Gaji Ketig" Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima pensiun,
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@ oipinoai dengan CamScanner



dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Negaia

Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691 1);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembealtukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebaga-imaaa telah diubah dengan Peratuan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atae

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nonor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun
2023 tentsng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera}
Tahun Anggaran 2024 (lJmbamn Daerah Xabupaten Tana

Toraja Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Ikbupaten Tana Toraja Nomor 64 Tahun

2023 tentang PenjabamJr Anggaran Pendapa.tan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 @enta Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TET{TANG TEKNIS PEMBERI,AN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 Pemerintahan Daerah adaJah pcnyelengga:aan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilar Ra\rat Daerah menurut esas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indoneeia scbagaimana dirnaksud dalarn
Undang-Undang Daear Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang *lanjutnya disingkat pNS

adalah vre-rga negara lndoneaia yang memenuhi syarat
tcrtentu, dianBkat scbagai Aparafirr Sipil Negara secara
tetap oleh Pejabat Fembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Menet4pkan

@ oipinaai dengan CamScanner



3. Pejabat Ncgarn adalah Bupati dan Wakll Bupeti serts

frtuat negara lalnnya yan1 ditentukan oleh

pcratut anPeru ndang. undangan'

4. AngSota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selaqiutnya di8€but AngSota DPRD adalah Anggota

DPRD KabuPaten Tana Torqia.

5. Calon Pegawai Negcri Sipil yang elaniutnya disingkat

CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi

pcnerimaan geri Sipil tehap perama

dan Calon SiPil belum mengikuti

kewejiban untuk memenuhi syarat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil dengan gq1ji IOU/o.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjubya disingkat PPPK adalah warga ncSrara

Indoaeaia yang memenuhi syarat terteatu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka walcttt

tertentu dalam rangka melakaanakan tuga:l

pcmcrintahan.
7, Harl Raya irdalah hart raya ldul Fitrl.

3

(l) Pembcrian tunjangBn Hari Raya dan Goii KerigF Behs

diberikan kepada:

a. PNS dan CPNS;

b. Fejebat Negara;

c. Pimpinan dan AnaBota DPRD;

d. Pimpinan Badan Layanan Umun Daerah;

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Stptl Negara pada

peranglcat daerah yang mcrrerapkan pola pengelolaan

keuangan Badan layanan Utum Dacrah; dan
f. PPPK.

(2) Tunjangan Hari Raya tidak dibcrikan kepada PNS:

g. sedeng cuti diluer tanggungan negara; atau
b. scdang ditugaskan diluar lnstansi pcoerintah baik di

dalam negerl maupun di luar negeri yang Bajinya
dibayarkan oleh instanci tcEpet pdruga.an.

BAB U

PEMBERI.AN TUNJANGAN TIARI RAYA DAN GA,I KETIGA BEI.dqS

Bsgian Kcsatu
Umum

Pasal 2
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Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari RaYa

Paeal 3

(l) Tunjangan Hari Raya bagi eebagaimana dimaksud dalam

Pasel 2 ayat (l) terdiri etas:

a. gqii pokok;

b. tunjangan keluarBa;

c. tunjangan pangBn;

d. tunjangan jabatan atau tunjangen umum; dan

e. tembahan P€nghasitan dtberikan 5e/6 filrna puluh

persen) yang diterima dalam I (satu) bulan bagi inetansi

pemcrintah daerah yang memberikan tambalan
pcnghasifan dengan m€mpcrhatikan kemampuaa

kapasitas fiokal dacrah dan scsuai dengan ketcntuan

peraturan perundangundangan.
(2) Dalam hal guru yang Saji pokoknya bersumber dan

angEAren pendaPatan dan belanja dacrah tidak menerima

tarnbahan pcnghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, dapat dibcrikan 106 (dua puluh pcrsen)

tunjangBn profeai guru atau 50/o (lima puluh perscn)

tambahan penghasilan guru APamtur Sipil Negera yang

diteriEa dslarn I (satul bulan.
(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji IGtiga Belas bagi Pitrtpinsn

dan Anggota Deqrarr Ferwatilan Ralryat Daerah, Palint
banyak sebesar akumulasi dari uang rcpresentasi,

tunjergan keluarga, den tunjangEn jabetan pimpinan dan

anggota D€wan Pcrwakilan Ralryat Daerah scsuai dengan

ketenhren penturan pcrundang-undangan yang mengatur

hak keuangan dan adminietratif Pimpinan dan Anggota

DGn an Ferwakilan Rakyat Daemh.

(a) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga bclas bagi:

a- pinpinan Badan layanan Umum/Badan tayanan

Umum Daerah; dan

b. peggwai non-Fegawai APantur Sipil Negara yang

bcrtugEs pada instsnsi pcmcrintah yang menerapkan

pola pcngelolaan keuangan Badan Layanan

Umum/Badan layanan Umum Dacrah,

diberikan tunjangan Hari Rqya dan SCii kebsa belas

sebesar Rp. 6.000.000,00 untuk Dokter Spesialis, Rp.

4.000.000,00 untuk Dol(cr Umum dan Rp. 1.200.000,00

untuk Tcnrya Fcndukung Pelayanan kepada pegawai non-

Pegawai Aperahrr Sipil Nc8ara pada Badan layanan
Umum/Badan Layansn Umum Daerah.

(5) Dalam hal pengbasilan I (satu) bulan pada 2 (dual bulan

sebclum bulan Hari Raya scbegaiEsra dimaksud pada
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ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang

seharusnya diterima karena berubahnya Penghasilan,
kepada yarrg bersangkutan tetap diberikan selisih

kekuralgan Tunjalgan Hari Raya.

(6) Penghasilan sebagaimana pada ayet (l) diberikan bagr

CPNS meliputi:
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;
c. tunjalgan pangut;
d. tunjang3n umum; dan
e. tambahan penghasilan diberikan 50p/o (Iima Puluh

persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi

instansi pemerintah daerah yang memberikan

tambahan penghasilan dengan memperhatikan

kemampuan kapaeitas fieksl daerah dan sesuai dengart

ketentuan p€ratumn perundanS-undangan.

Bagian KeEga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pessl 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berLaku secara Mutatis
Mutandis rcrhadap Besaran Pemberian tunjanga-n Hari Raya.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dim^Lsud dalam Pasal
2 dibayarkaa paling cepat 10 (sepuluh) hari ke{a sebelum
tanggal Hari Raya.

(2) Dal8.o hal Tunjan@ro Hari Raya sebagaimana dimrksud
pa.da ayat (U belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanegal Hari Raya.

(3) Besaran 'I\injangan Hari Raya yanB dibayarkan
scbagaimana dimaksrnl pada ayat (l) didasarkan pada
bcsaran komponcn pcnghasilaa yang dibayarkaa pa.da
bulan Maret Tahun 2024.

(a) Gaji Ketiga Belas sebagaimana di'naksud dalam pasal 2
dibayarkan paling cepe.t pda bulan Juni Tahun 2024.

(5) Dslam hal Gaji Ketiga Belas eebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan Eetelah bulan Juni Tahun 2024.

(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud pada ayat (U
bessrsnnya yaitu sebesar penghaeilan I (satu) butan pada
bulan Mei Tahun 2024.
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Pasal 6

Proees Pembayaran TunJangan Harl Raya dan GaJl Ketiga

Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN

Pesal 7

Pendanaan peEbcrian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas dapat bersumber dari:

a. anggeran pendaPatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber pembiayaan lain yang aah dan tidak mengikat

Diunderrgkan di Malale

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasaf 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku' Peraturan

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku'

Passl 9

Pereturan Bupa.ti ini mulai bcrlaku Pada tanggal

di Makalc
.1g Ua0.sI eoet

RA.IA,

G

pada 29 t/4,wl loa
DAERAH KABIJPATEN TANA TORA'4,

LOIP

s ARIS

R

BE DAERAH KABUPA'IEN TANA TORAIA TAHT.,N 2024 NOMOR : C8
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